


SISTEM

m:m I\[N]‘HE'\[\

e, S S o
DR, DSc, Drs, Sastre EELW%mmm‘“u

BAB 2 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR M. Surno Kutoyo, S.Ag., SPd., MSi

BAB 3 ADMINISTRASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA
Dr. . Nawir Rahman, SE. MSi

BAB 4 ADMINISTRAS PEMERINTAHAN DAERAH
Or. Indra Wijaya, ST, MAP

PEMERINTAHAN

BAB & SISTEM PEMERINTAHAN DTONOM DAERAH
DR M. Surno Kutays, S.Ag. S.Pd, MSi.

BAB 7 PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Yasir Riady, SS., M.Hum.

o

i“']ﬁTiﬂ'ﬁii”|||m'_’

871890




SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP.,
S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si

Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP

Dr.(c)., Mu’jijah, S.Si., M.Sc.
Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.

¥4

evureka
media akrara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA



SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penulis : DR,, D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E.,
S.T. S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.;
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si;
Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si; Dr. Indra
Wijaya, S.ST, M.AP; Dr.(c)., Mu’jijah, S.Si.,
M.Sc.; Yasir Riady, S.S.,, M.Hum. Dr. Risma
Niswaty, S.S., M.Si.

Editor : DR, D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E.
S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.Sc.,
M.M,, C.CW,, C.JKP
Ika Widiastuti, S.IP, M.AP, Ph.D, CBPA, CPRW, C.GL

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-189-0

Diterbitkan oleh: EUREKA MEDIA AKSARA,
SEPTEMBER 2022

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021
Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-
5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2022
All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ii



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat
menyelesaikan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima
kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan
buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini kami beri judul ”Sistem Administrasi Negara
Republik Indonesia”. Memaparkan tentang segala bentuk
sistem administrasi dari suatu negara khususnya Indonesia.
Salah satu substansi dari buku ini yaitu membahas tentang
lembaga-lembaga pemeintahan sesuai Undang-Undang
Dasar, baik sebelum maupun sesudah amandemen.
Administrasi pemerintahan juga dijelaskan dari tingkat
pemerintahan  desa/kelurahan hingga pemerintahan
daerah. Perhelatan demokrasi terbesar berupa pemilu juga
dituliskan dalam buku ini, dari mulai sejarah, pengertian,
sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga buku ini menjadi
hal penting dalam mempelajari sistem administrasi negara
Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan
buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa
berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah
membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan.

Tim Penyusun
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A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara (Presiden &

MPR)

Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum

Amandemen.

1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut
UUD 1945 (Sebelum Amandemen);

Indonesia Negara yang Berdasar Hukum
(Rechsstaat)

“Negara Indonesia berdasar atas hukum
(Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(Machsstaat).

Sistem Konstitusional

“Pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas).”
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A.Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
(Sebelum Amandemen)

1. Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Majelis
Permusyawaratan Rakyat

a. Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang
Dasar 1945

1) Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
dinyatakan sebagai berikut :

“

maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan
negara republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat ...”

2) Dalam penjelasan pasal 1 UUD 1945 dinyatakan
sebagai berikut :
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Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si
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Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perusahaan-Perusahaan
Negara

Perusahaan negara atau yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) telah dikenal sejak era pemerintahan Orde
Lama. Menurut Media BUMN (2019: 2), praktik
perusahaan negara di Indonesia berawal dari praktik
pemerintah  kolonial dalam memonopoli opium,
pegadaian, pos, bank, industri telegraf dan telepon, listri,
serta kereta api yang dikelola oleh sebuah badan usaha
yang bernama Department van Gouvernementsbedrijven.
Lalu, pasca Konferensi Meja Bundar, pemerintah
Indonesia mendapatkan kepemilikan yang besar atas
fasilitas publik dari Belanda, seperti bus, kereta api, bank,
dan perusahaan komunikasi (Media BUMN, 2019: 2). Hal
tersebut berlanjut hingga era demokrasi terpimpin di
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A. Pengertian Pemerintah Daerah

Salah satu jalan untuk mencapai gagasan tentang
apa yang dimaksud dengan istilah "pemerintah daerah"
adalah dengan mencari asal-usul historis dari ungkapan
tersebut. Hal tersebut amat luar biasa betapa sangat
modern istilah itu. Hal itu menjadi topik utama dalam
diskursus sehari-hari para kaum ilmuwan dan praktisi
sampai paruh kedua abad kesembilan belas. Pada abad
sebelumnya, para penulis tentang administrasi negara
Inggris merujuk pada "pemerintah bawahan", yang
dengannya mereka mengumpulkan mesin-mesin untuk
menegakkan hukum-hukum kerajaan; tetapi ide yang
agak berbeda terletak di balik istilah modern. Penjajaran
kata "lokal" dan "Pemerintah" muncul dari frasa di mana
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dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa
(Higau.2015). Pelayanan kepada masyarakat menjadi
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fungsi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi
aparatur negara dimana pemerintah adalah pelayan
masyarakat  terutama yang berkaitan dengan
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A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak
wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat
dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil.
Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah,
diserahkan sebagai kewenangan pemerintahan yang
wajib dilaksanakan sejumlah 11 bidang pemerintahan.

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan
Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 dengan
tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan
di samping membatasi kewenangan pemerintah dan
kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena
pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan
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Jika dalam hidup dalam bermasyarakat, kita bisa
menyuarakan berbagai macam pendapat kita mengenai
informasi atau subjek apa pun yang kita inginkan. Sesuai
undang-undang, hak-hak yang dijamin kepada kita dalam
konstitusi kita, setiap individu bisa dan dapat membuat ide-
ide mereka diketahui oleh masyarakat. Secara alami orang-
orang dengan pandangan dan ide yang sama akan
cenderung membentuk kelompok bersama. Kelompok-
kelompok ini, atau partai-partai adalah bagian penting dari
sistem politik kita.

Satu orang saja tidak bisa benar-benar mengubah apa
pun, pada umumnya sebuah ide atau demonstrasi yang
dilakukan oleh satu orang bisa mendapatkan perhatian
tetapi biasanya dibutuhkan kelompok besar yang bersama-
sama untuk bisa diperhatikan, sangat mudah bagi kelompok
(semakin besar semakin baik) untuk bisa diakui jika mereka
memiliki ide untuk diusulkan kepada pemerintah. Melalui

166



Daftar Pustaka

Aksara. Wilopo. (1978), Zaman Pemerintahan Partai-partai,
Jakarta, Yayasan Idayu.

Sopiah. (2008). Budaya organisasi, komitmen organisasional
pimpinan dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja
dan kinerja karyawan bank. Jurnal Keuangan Dan
Perbankan, 12(2), 308- 317.

Sutrisno, H. E. (2010). Pengaruh budaya organisasi, stress
kerja dan komitmen terhadap kinerja karyawan CV.
Bintang Karya Putra di Surabaya. EKUITAS : Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan, 14(4), 460-477.

Suprapto, Bibit. (1985), Perkembangan Kabinet dan
Pemerintahan di Indonesia, Malang, Balai

Syaifuddin. (2012). Pengaruh faktor-faktor manajerial
terhadap budaya organisasi serta implikasinya pada
kinerja manajerial. Trikonomika, 11(1), 58-68.

Tanuwibowo, J. C., & Sutanto, E. M. (2014). Hubungan
budaya organisasi dan komitmen organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN,
https:/ /www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU
_2013_17.pdf

https:/ /nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051
/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-
431465-

179



Tentang Penulis

Yasir Riady, S.S., M.Hum.

Yasir Riady merupakan pengajar di
Universitas Terbuka pada bidang
Jurusan IImu Komunikasi dan
Informasi, merupakan salah satu
peneliti, penulis, pustakawan di
Jakarta. Menyelesaikan studi Ilmu
Perpustakaan dan Informasi untuk

Magister dan Sastra Inggris untuk
gelar sarjananya, saat ini aktif pada beragam kegiatan
seminar daring sebagai moderator dan juga pembicara.

181



BAB
PEMILIHAN

UMUM

Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si
Universitas Negeri Makassar

Email : risma.niswaty@unm.ac.id

A. Pengertian Pemilu

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa
Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi
jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan
menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga
negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara
yang dilakukan oleh rakyat wuntuk menentukan
pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta
dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga
negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Morrisan  (2005:17) mengemukakan bahwa
pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk
mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan
kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa
pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem
pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.
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